
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Kedudukan hukum penerapan pelepasan kawasan hutan bertentangan 

dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang juncto dengan Instruksi Presiden No 8 tahun 2018 Tentang 

Evaluasi dan Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta 

Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit bahwa SK tersebut 

terbit berada pada kawasan hutan yang masih produktif. Implikasi 

hukum terhadap tindakan hukum penerbitan izin tersebut adalah cacat 

hukum karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

melampaui kewenangan yang diamanatkan peraturan perundang 

undangan kemudian pelepasan kawasan hutan dapat berimplikasi 

kerusakan lingkungan dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup 

serta terhambatnya program jangka panjang dan jangka menengah 

daerah  

2. Pemerintah Daerah memiliki dasar konstitusional yang diberikan 

Undang – Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang – undangan 

lainnya yang menjadi dasar legitimasi/wewenang pemerintah daerah 

sebagai upaya mengatur, mengurus, melakukan pengawasan dan 

melakukan tindakan penegakan hukum yang berkaitan dengan 

kepentingan umum di daerahnya. Upaya hukum yang dapat dilakukan 

penyelesaian sengketa melalui diskresi dengan melakukan pembatalan 



izin lokasi karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 

kemudian melalui jalur litigasi yakni mengajukan gugatan ke 

pengadilan yang berwenang mengadili penyelesaian sengketa 

penerbitan keputusan pemerintah melalui pengadilan tata usaha negara 

dengan gugatan pembatalan Penerbitan SK Nomor 517/MENLHK/Setjen/ 

Pla.2/11/2018 dan SK Nomor 2/1/PKH/PMDN/2018 kemudian 

dilanjutkan dengan jalur non litigasi berdasarkan Peraturan Menteri 

Hukum dan Ham Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian 

Disharmonisasi Peraturan Perundang – Undangan Melalui Mediasi. 

Peranan Pemerintah Daerah dengan tetap melaksanakan perencanaan, 

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara bijaksana agar tidak 

merusak lingkungan hidup. Peranan Tata ruang sebagai wujud dari 

proses penataan ruang pada intinya merupakan sarana pembangunan 

berkelanjutan  

B. SARAN 

1. Membatalkan SK Pelepasan Kawasan Hutan karena cacat hukum 

Instansi Terkait dalam penyelenggaraan perizinan baik pemerintah 

pusat dan derah  harus melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap 

program yang dicanangkan pemerintah pusat dengan program/kebijakan 

di daerah agar tidak terjadi sengketa kewenangan atau mengakibatkan 

kerugian kepada masyarakat dan rusaknya lingkungan hidup. 

2. Pemerintah Daerah segera melakukan langkah upaya hukum terkait 

penerbitan Surat keputusan pelepasan kawasan hutan melalui diskresi 



berdasarkan kewenangan yang diberikan peraturan perundang – 

undangan atau melalui jalur litigasi dan non litigasi. Peranan Pemerintah 

daerah dalam perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang harus 

menjadikan RTRW sebagai pedoman dan memprioritaskan kepentingan 

masyarakat di daerahnya serta menjaga dan melindungi sumber daya 

alam agar terhindar dari dampak negatif akibat pemanfaatan ruang 
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